





1.1 Latar Belakang 
Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan hutan 
produksi berkaitan dengan aktivitas masyarakat sekitar hutan untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Menurut Hasan bahwa “hutan dalam fungsinya sebagai 
penyedia pangan (forest for food production) diperoleh melalui pemanfaatan 
langsung plasma nutfah flora dan fauna untuk pemenuhan kebutuhan pangan. 
Selain itu secara tidak langsung kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk 
memproduksi sumber pangan” (Hasan, 2012). Dijelaskan Republik Indonesia 
bahwa “salah satu bentuk pemanfaatan secara tidak langsung adalah kegiatan 
agroforestri sebagai suatu sistem pengelolaan lahan hutan yang mengkombinasikan 
produksi tanaman pertanian dan tanaman hutan atau hewan secara bersamaan atau 
berurutan pada unit lahan yang sama, dan menerapkan cara-cara pengelolaan yang 
sesuai dengan kebudayaan penduduk setempat” (Republik Indonesia, 1992).  
Lebih lanjut dijelaskan oleh King dan Chandler “agroforestri merupakan 
suatu sistem pengelolaan tanaman hutan (perennial) yang dikombinasikan dengan 
pertanian atau disebut juga sistem wanatani. Banyak definisi dari agroforestri yang 
sering digunakan dalam dunia pengetahuan. International Council for Research in 
Agroforestry (ICRAF) mendefinisikan agroforestri sebagai suatu sistem 
pengelolaan lahan yang berazaskan kelestarian, untuk meningkatkan hasil lahan 
secara keseluruhan, melalui kombinasi produksi (termasuk tanaman pohon-
pohonan) dan tanaman hutan dan atau hewan secara bersamaan atau berurutan pada 
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unit lahan yang sama, dan menerapkan cara-cara pengelolaan yang sesuai dengan 
kebudayaan penduduk setempat". (King dan Chandler, 1978). 
Menurut Mayrowani dan Ashari “kegiatan agroforestry di kawasan hutan 
dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan 
masyarakat di dalam dan sekitar hutan dengan tetap mempertahankan kondisi 
hutan. Kegiatan agroforestri juga dilakukan sebagai kegiatan untuk rehabilitasi 
hutan karena sifat kegiatan agroforestri yang konservatif dan protektif. Manfaat-
manfaat langsung yang didapat melalui agroforestri dapat memberikan manfaat 
yang bersifat jangka panjang, seperti peningkatan produktivitas tanaman, tata guna 
lahan yang lebih maksimal dan perbaikan konservasi lingkungan. Karena itu, bila 
dilaksanakan dengan baik, sistem agroforestri dapat merupakan alat yang efektif 
untuk 2 merehabilitasi dan mengelola lahan-lahan dan menggalakkan 
pembangunan di pedesaan (Mayrowani dan Ashari, 2011). Namun, keberhasilan 
pembangunan kehutanan melalui kegiatan agroforestry sangat ditentukan oleh 
tingkat partisipasi masyarakat dalam berkontribusi terhadap upaya pengelolaan 
hutan dan kualitas sumberdaya manusia yang mendukungnya.  
Menurut Kartodihardjo (2006) kelembagaan merupakan suatu sistem yang 
kompleks, rumit, dan abstrak yang mencakup ideologi, hukum, adat istiadat, aturan 
atau kebiasaan yang tidak terlepas dari lingkungan. Terdapat dua jenis pengertian 
kelembagaan yaitu kelembagaan sebagai aturan main (rules of the game) dan 
kelembagaan sebagai organisasi. Dari sudut pandang ekonomi, kelembagaan dalam 
arti organisasi biasanya menggambarkan aktivitas ekonomi yang dikoordinasikan 
bukan oleh mekanisme 476 Prosiding Seminar Nasional Agroforestri 2013 
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administrasi atau komando. Sementara itu kelembagaan sebagai aturan main dapat 
diartikan sebagai aturan, kebijakan atau pilar normatif. Hutan rakyat agroforestri 
paling tidak dibangun oleh dua sektor yaitu sektor kehutanan dan sektor pertanian. 
Oleh karena itu payung kegiatan pengembangan hutan rakyat agroforestri 
seharusnya mencakup kegiatan yang berkaitan dengan sektor kehutanan dan non 
kehutanan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kelembagaan 
pengelolaan hutan rakyat agroforestri. 
 Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010, kewenangan dalam 
pengelolaan hutan di Pulau Jawa dan Madura dilakukan oleh Perum Perhutani.  
Perum Perhutani memiliki sistem dalam rangka pengelolaan hutan yang melibatkan 
masyarakat desa hutan (MDH) yang disebut dengan Pengelolaan Hutan Bersama 
Masyarakat (PHBM).  Dalam penyelenggaraan PHBM, masih ditemui kendala 
menyangkut kelembagaan LMDH.  Dalam perjalanan waktu, LMDH dianggap 
kurang diperhatikan oleh Perhutani karena Perhutani lebih memfokuskan pada 
kegiatan yang lain seperti pendirian koperasi masyarakat desa hutan.  Permasalahan 
lain adalah peranan LMDH yang masih belum maksimal dalam pengelolaan hutan 
karena hambatan baik menyangkut kualitas sumber daya manusia maupun sumber 
dana dalam menjalankan aktivitas LMDH. 
 
1.2  Perumusan masalah 
 Beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana 
kinerja kelembagaan LMDH Alam Sumber Makmur dan LMDH Bendosari, sejauh 
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mana pengaruh kelembagaan LMDH dalam kaitannya dengan peningkatan 
kelestarian lahan anggota LMDH Alam Sumber Makmur dan LMDH Bendosari. 
1.3 Tujuan  
 Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui kinerja dari LMDH Alam Sumber Makmur dan LMDH 
Bendosari. 
2. Mengetahui seberapa berpengaruh kelembagaan LMDH terhadap peningkatan 
kelestarian lahan anggota LMDH Alam Sumber Makmur dan LMDH 
Bendosari. 
1.4 Manfaat Penelitian 
 Manfaat dilakukan penelitian ini adalah: 
Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan 
wawasan mengenai adanya pengaruh LMDH dan sistematika kerja LMDH di desa 
Bendosari dan Ngabab.  
 
